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ABSTRAK 
 

Efektivitas penegakan hukum terhadap pembayaran denda tilang di Kota Padang 
merupakan masalah yang sering dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Padang. 
Pembayaran denda tilang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Rumusan Masalah: (1) Bagaimana 
efektivitas penegakan hukum terhadap pembayaran denda tilang di Kejaksaan 
Negeri Padang? (2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Padang 
dalam pelaksanaan efektivitas penegakan hukum terhadap pembayaran denda 
tilang?. Jenis Penelitian ini adalah menggunakan yuridis sosiologis, sumber data 
terdiri atas data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari studi dokumen dan 
wawancara, dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan analisis kualitatif. 
Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Efektivitas penegakan hukum terhadap 
pembayaran denda tilang oleh Kejaksaan Negeri Padang yaitu belum terlaksana 
secara efektif, yang disebabkan oleh faktor rendahnya kesadaran masyarakat 
terhadap pembayaran denda tilang. (2) Kendala  yang dihadapi oleh Kejaksaan 
Negeri Padang dalam pelaksanaan efektivitas  penegakan hukum terhadap 
pembayaran denda tilang berupa faktor internal yaitu sifat pasif kejaksaan dalam 
menunggu pelanggar datang membayar denda, sedangkan faktor eksternal meliputi 
rendahnya pemahaman hukum masyarakat terkait prosedur tilang dan pembayaran 
denda, rendahnya kesadaran hukum, di mana masyarakat menganggap denda tilang 
tidak mendesak, dan proses pembayaran yang dianggap rumit, terutama bagi 
masyarakat yang tidak paham teknologi. 
 

Kata Kunci: Kejaksaan, Penegakan Hukum, Denda Tilang, Pembayaran 
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ABSTRACT 

 

The effectiveness of law enforcement regarding payment of traffic fines in Padang 
City is a problem often faced by the Padang District Attorney's Office. Payment of 
traffic fines is regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road 
Transportation. Problem Formulation: (1) How effective is law enforcement 
regarding payment of traffic fines in the Padang District Attorney's Office? (2) 
What are the obstacles faced by the Padang District Attorney's Office in 
implementing the effectiveness of law enforcement regarding payment of traffic 
fines? This type of research uses sociological juridical, data sources consist of 
primary data and secondary data, obtained from document studies and interviews, 
and analysis of the data is carried out using qualitative analysis. The results of the 
study are as follows: (1) The effectiveness of law enforcement regarding payment 
of traffic fines by the Padang District Attorney's Office has not been implemented 
effectively, which is caused by the low level of public awareness regarding payment 
of traffic fines. (2) The obstacles faced by the Padang District Attorney's Office in 
implementing effective law enforcement regarding the payment of traffic fines are 
in the form of internal factors, namely the passive nature of the prosecutor's office 
in waiting for violators to come and pay the fine, while external factors include the 
low level of legal understanding among the public regarding traffic ticketing 
procedures and payment of fines, low legal awareness, where the public considers 
traffic fines to be not urgent, and the payment process is considered complicated, 
especially for people who do not understand technology. 
 
Keywords: Prosecutor's Office, Law Enforcement, Traffic Fines, Payment 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia sedang mengalami perkembangan cepat dalam jumlah 

kendaraan bermotor, terutama motor dan mobil. Perkembangan ini tidak selalu 

diikuti dengan infrastruktur jalan yang cukup baik serta kesadaran pengemudi 

tentang aturan-aturan lalu lintas, yang menyebabkan terjadinya kemacetan dan 

pelanggaran.1 

Dalam kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat 

digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat, sehingga pelanggaran lalu lintas 

tidak terjadi. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan 

lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksaannya, baik yang dapat ataupun 

tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu 

lintas.2  

Setiap pelanggaran yang terjadi akan dikenai sanksi berupa denda tilang 

sebagai bentuk penegakan hukum dan upaya meningkatkan kesadaran 

pengendara untuk mematuhi peraturan. Proses tilang tidak hanya bertujuan 

memberikan efek jera, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme edukasi kepada 

masyarakat agar lebih disiplin dan tertib berlalu lintas.3 Hal ini merupakan ruang 

lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

 
1 Eka Putra, et al., 2023, Evaluasi Sistem Penalti Pembayaran Denda Tilang Guna 

Menciptakan Kepatuhan Berlalu Lintas, Innovative: Journal of Social Science Research, Vol. 3 No. 
6, hlm. 2. 

2 Ibid., hlm. 3. 
3 Sudikno Mertokusumo, 1996, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi Kelima Cetakan 

Pertama, Liberty Yogyakarta, hlm. 76. 
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Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya 

disebut dengan UULLAJ). 

Dalam masyarakat modern, kesadaran hukum menjadi dasar penting bagi 

penegakan aturan yang efektif, terutama dalam bidang lalu lintas. Denda tilang 

adalah salah satu instrumen hukum yang diterapkan untuk menegakkan disiplin 

berkendara. Pembayaran denda tilang bukan sekedar kewajiban administratif, 

tetapi mencerminkan kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan-aturan yang 

bertujuan menjaga keselamatan jalan raya. Namun, realitas menunjukkan bahwa 

kesadaran ini masih kurang, yang berdampak pada efektivitas sistem penegakan 

hukum.4 

 Mengenai sanksi denda tilang diatur dalam beberapa pasal dalam UU 

LLAJ, yang terdapat dalam pasal-pasal berikut ini:  

1. Pasal 280 mengatur sanksi bagi yang mengemudikan Kendaraan Bermotor 

di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang 

ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan ancaman 

pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) 

2. Pasal 281 mengatur sanksi bagi yang mengemudikan Kendaraan Bermotor 

di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi dengan 

ancaman pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling 

banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

 
4 Soerjono Soekanto, 2015, Kriminologi: Definisi Kesadaran Hukum dalam Konteks 

Penegakan Norma Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 145-150. 
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3. Pasal 285 ayat (1) mengatur sanksi bagi yang mengemudikan Sepeda Motor 

di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi 

kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat 

pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban, 

dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda 

paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

4. Pasal 287 ayat (1) mengatur sanksi bagi yang mengemudikan Kendaraan 

Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang 

dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan dengan ancaman 

pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

5. Pasal 288 ayat (2) mengatur sanksi bagi yang mengemudikan Kendaraan 

Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi 

yang sah dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan 

dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu 

rupiah). 

6. Pasal 291 mengatur sanksi bagi yang mengemudikan Sepeda Motor tidak 

mengenakan helm standar nasional Indonesia dan yang membiarkan 

penumpangnya tidak mengenakan helm dengan ancaman pidana kurungan 

paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus 

lima puluh ribu rupiah). 

Denda tilang seringkali tidak dibayar oleh pelanggar lalu lintas. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa hal, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang 

hukum, proses pembayaran yang dianggap sulit, dan kurangnya informasi 
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tentang akibat tidak membayar denda. Banyak berkas tilang yang disidangkan, 

tapi tidak semua pelanggar membayar dendanya. Jika pelanggar melewati batas 

waktu yang ditentukan tanpa membayar, barang sitaan harus diambil di kantor 

kejaksaan dengan bukti pembayaran sebagai syaratnya.5 

Tingkat penegakan hukum kepada masyarakat Kota Padang terhadap 

pembayaran denda tilang tercermin di sepanjang tahun 2023, dimana Polresta 

berhasil menerbitkan 17.069 surat tilang dan 2.923 teguran. Pelanggaran 

mencakup 5.849 pelanggaran berat, 2.380 pelanggaran sedang, dan 8.582 

pelanggaran ringan. Dari pelanggaraan tilang yang diterbitkan, tercatat 

Sebanyak 362 tilang telah terbayar, terdiri dari 213 melalui Briva dan 149 

melalui kejaksaan, sementara pengajuan blokir mencapai 5.479. Masih 

banyaknya masyarakat yang belum membayar denda tilang mencerminkan 

penegakan hukum terhadap pembayaran denda tilang di Kota Padang masih 

belum efektif. 6 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM 

TERHADAP PEMBAYARAN DENDA TILANG (STUDI KASUS DI 

KEJAKSAAN NEGERI PADANG)”. 

 

 
5 Dahlan Sitohang, 2022, Penerapan Sanksi E-Tilang Bagi Pelanggaran Lalu Lintas 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di 
Wilayah Hukum Satlantas Polres Sukoharjo, Dinamika Hukum, Vol. 13 No.2, hlm. 73. 

6 Admin, 2023, Rapor Kinerja Polresta Padang 2023, Pelanggaran Ringan 8.582, Helm 
dan Sabuk Keselamatan Jadi Sorotan, https://www.fajarharapan.id/baca/29335/rapor-kinerja-
polresta-padang-2023-pelanggaran-ringan-8-582-helm-dan-sabuk-keselamatan-jadi-sorotan/, 
diakses pada 21 Desember 2025, pukul 13.00 WIB. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pembayaran denda tilang 

di Kejaksaan Negeri Padang? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam 

pelaksanaan efektivitas penegakan hukum terhadap pembayaran denda 

tilang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pembayaran 

denda tilang di Kejaksaan Negeri Padang. 

2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Padang 

dalam pelaksanaan efektivitas penegakan hukum terhadap pembayaran denda 

tilang. 

 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan, metode penelitian 

hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dimana penelitian 

dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di 

masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta 

dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian 
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menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada 

penyelesaian masalah.7 

2. Sumber Data 

a. Data primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan 

dengan tujuan mengumpulkan data yang objektif.8 Data langsung yang 

diperoleh dari lapangan dengan teknik wawancara kepada Bapak Medi 

Eka Putra, S.E., S.H selaku petugas tilang di Kejaksaan Negeri Padang. 

b. Data sekunder  

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui 

media perantara. Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud yakni 

dokumentasi-dokumentasi serta data-data yang diharapkan sebagai 

informasi pelengkap dalam penelitian. Sumber data sekunder penelitian ini 

berupa data pembayaran denda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 

yaitu dari tahun 2021 sampai 2025. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

a. Studi Dokumen 

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data 

melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, 

arsip,catatan,dokumen resmi dan sebagainya.9 

 

 
7 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 

15-16. 
8 Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hokum, Citra Aditya Bakti, 

Jakarta, hlm. 53. 
9 Bambang Waluyo, Op. Cit., hlm. 21. 
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b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses 

tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya yaitu 

pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan 

oleh yang diwawancara.10 Wawancara yang dilakukan secara semi 

terstuktur yaitu penulis mempersiapkan pedoman wawancara yang berupa 

daftar pertanyaan kemudian dari pertanyaan tersebut dapat dikembangkan 

dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti.11 

4. Teknik Analisis data 

Data dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu kegiatan peneliti 

untuk menguraikan, mengklasifikasi, memberi makna berdasarkan 

perspektif tertentu dan akhirnya menemukan formulasi baru baik berupa 

konsep atau teori.12 Apabila keseluruhan data sudah terkumpul maka langkah 

selanjutnya yang diambil oleh peneliti adalah pengolahan dan membuat 

analisis terhadap data yang sudah dikumpulkan.

 
10 Ibid, hlm, 20. 
11 Moh. Nazir, 2005, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53. 
12 M. Syamsudin, 2021, Mahir Meneliti Permasalahan Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 184. 


